
 

 

 

BUPATI FLORES TIMUR 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 
NOMOR  2  TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG 

RETRIBUSI JASA USAHA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI FLORES TIMUR, 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek 

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan ditiadakannya 
jasa layanan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores 

Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Usaha perlu disesuaikan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara  Timur  (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur 

Nomor 0069), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Flores Timur Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0090); 

  

DDeennggaann  PPeerrsseettuujjuuaann  BBeerrssaammaa  

  

DDEEWWAANN  PPEERRWWAAKKIILLAANN  RRAAKKYYAATT  DDAAEERRAAHH  KKAABBUUPPAATTEENN  FFLLOORREESS  TTIIMMUURR  

  

ddaann  

  

BBUUPPAATTII  FFLLOORREESS  TTIIMMUURR  

  

MMEEMMUUTTUUSSKKAANN::  

  

MMeenneettaappkkaann  ::  PPEERRAATTUURRAANN  DDAAEERRAAHH  TTEENNTTAANNGG  PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA 

USAHA. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur 
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0069), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur    
Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi  Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0090), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

2. Ketentuan Pasal 36, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 36 

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 



Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Flores Timur. 
 

Ditetapkan di Larantuka 

pada tanggal                    2016 

BUPATI FLORES TIMUR, 
 

 
 

YOSEPH LAGADONI HERIN 
 

Diundangkan di Larantuka 

pada tanggal                       2016 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN FLORES TIMUR, 
 
 

 
ANTON TONCE MATUTINA 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2016 NOMOR  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:          TAHUN 2016 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 
NOMOR         TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG 

RETRIBUSI JASA USAHA 

 

I. UMUM 

 Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan 

bertanggungjawab, maka perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli 

Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan 

dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah. Dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, maka salah satu sumber pendapatan 

Daerah adalah penetapan dan pemungutan retribusi. 

Pada prinsipnya Retribusi Jasa Usaha tidak menyebabkan ekonomi 

biaya tinggi atau menghambat mobilitas penduduk, oleh karena itu 
perlu adanya perluasan basis retribusi jasa usaha dilakukan. Perluasan 

ini dilakukan untuk obyek retribusi pelayanan kepelabuhanan. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

  Cukup jelas. 

Pasal II 

  Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 

 

 


